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Pusat  Sejarah Konstitusi merupakan wahana edukasi yang men-
dokumentasikan dinamika perjalanan sejarah konstitusi dan Mahkamah 
Konstitusi yang ditampilkan melalui perpaduan informasi, seni dan 
teknologi. 

Melalui Pusat Sejarah Konstitusi, diharapkan para pengunjung dapat secara 
mudah memahami nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi berikut 
perjalanannya dalam garis sejarah bangsa Indonesia. Pada gilirannya, 
kehadiran Pusat Sejarah Konstitusi diharapkan menumbuhkan kesadaran 
terhadap hak-hak konstitusional warga negara sehingga mendorong 
partisipasi konstruktif dalam mewujudkan budaya sadar berkonstitusi.

Pusat  Sejarah Konstitusi terletak di lantai 5 dan lantai 6 gedung MK dengan 
luas 1.462 m� yang terbagi dalam delapan zona. Lantai 5 dimulai dari  zona  
Pra Kemerdekaan hingga zona Perubahan UUD 1945, sedangkan lantai 6 
merupakan zona Mahkamah Konstitusi.

Selamat berkunjung!

Jakarta, 16 Desember 2014
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TATA TERTIB
PENGUNJUNG PUSAT SEJARAH KONSTITUSI 

(PUSKON)

1. Mengisi daftar hadir yang disediakan
2. Memasuki ruang puskon secara tertib dan teratur
3. Menjaga kebersihan di lingkungan puskon
4. Dilarang makan dan minum di ruang puskon
5. Dilarang membawa senjata tajam dan benda 

berbahaya lainnya
6. Dilarang mencorat coret ruangan puskon
7. Dilarang mengambil dan merusak peralatan atau 

barang koleksi puskon
8. Petugas puskon berhak untuk mengeluarkan orang 

yang berperilaku tidak sesuai aturan.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
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Zona
Augmanted Reality

Sambutan melalui pantulan holo 
screen menyambut pengunjung  
saat menginjakkan kaki di Pusat 
Sejarah Konstitusi Indonesia. Pada 
layar tersebut muncul  secara 
bergantian foto Hakim Konstitusi 
dan gedung Mahkamah Konsitusi. 

Sambutan ini memiliki makna 
keluhuran budaya dan sikap ke-
terbukaan Mahkamah Konstitusi 
yang menjadi penjaga keberlang-
sungan demokrasi bagi kepen-
tingan rakyat. 

Lobi

4



Zona
Augmanted Reality

Sambutan melalui pantulan holo 
screen menyambut pengunjung  
saat menginjakkan kaki di Pusat 
Sejarah Konstitusi Indonesia. Pada 
layar tersebut muncul  secara 
bergantian foto Hakim Konstitusi 
dan gedung Mahkamah Konsitusi. 

Sambutan ini memiliki makna 
keluhuran budaya dan sikap ke-
terbukaan Mahkamah Konstitusi 
yang menjadi penjaga keberlang-
sungan demokrasi bagi kepen-
tingan rakyat. 

Lobi

Sambutan melalui pantulan holo 
screen menyambut pengunjung  
saat menginjakkan kaki di Pusat Se-
jarah Konstitusi Indonesia. Pada layar 
tersebut muncul secara bergantian 
foto Hakim Konstitusi dan gedung 
Mahkamah Konsitusi. 

Sambutan ini memiliki makna ke-
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Bagian I
Zona Pra Kemerdekaan

Kesadaran untuk membentuk bangsa diawali dengan 
pergerakan perlawanan terhadap penjajah. Pergerakan 
perlawanan terjadi di berbagai daerah di Indonesia seperti 
perlawanan Kaum Padri yang dipimpin oleh Tuanku Imam 
Bonjol, perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, 
perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Teuku Umar dan 
Cut Nyak Dien, serta pergerakan perlawanan di daerah lainnya. 

Di sisi lain, atas dorongan politik etis, pemerintah Hindia 
Belanda, kesempatan mengenyam pendidikan menjadi 
manusia terdidik didapatkan oleh sekelompok pemuda 
yang kelak menjadi tokoh pemikir dan pemimpin bangsa. 
Merekalah motor penggerak sekaligus Bapak Pendiri Bangsa 
dalam membentuk negara kesatuan yang merdeka dan 
berdaulat bernama Indonesia. Pada 1908, muncullah
kesadaran rasa kebangsaan yang mencapai puncaknya 
pada Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928.

5
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Di zona ini, pengunjung menda-
patkan informasi lebih rinci tentang 
kedatangan bangsa Eropa hingga 
pendudukan Jepang di Indonesia 
melalui media visual pendukung, 
yaitu dua meja layar sentuh dan 
sebuah panel televisi.

Sentuh menu
sesuai konteks

Geser kiri-kanan
untuk memilih

Sentuh ikon
untuk kembali

Navigasi layar sentuh

7

sejarah
sedekat
sentuhan

jari
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Di akhir masa Perang Dunia II, 
pemerintahan Jepang menjanjikan 
kemerdekaan Indonesia. Untuk 
mewujudkan janjinya dibentuklah 
Badan Penyidik Usaha-Usaha 
Persiapan Kemerdekaan (BPUPK).  

Hologram

8 9

Sebuah meja �U table� difungsikan untuk mendapatkan informasi secara 
interaktif karena bisa digunakan lebih dari satu orang dengan teknologi layar 
sentuh. Selain itu, terdapat panel televisi yang menyajikan �lm dokumenter 
untuk melengkapi  data secara audio visual.

Pada zona ini ditampilkan peristiwa penting 
terkait dengan persiapan kemerdekaan 
hingga terjadinya proklamasi kemerdekaan, 
yaitu Janji Kemerdekaan dari Jepang, 
Pembentukan BPUPK, Peristiwa Dalat, 
Pembentukan PPKI, Peristiwa Rengas-
dengklok, dan  Pembacaan Teks Proklamasi 
Kemerdekaan.

Beberapa pengguna
dapat memakai
bersama

Geser kiri-kanan
untuk memilih

Sentuh ikon
untuk kembali

U Table Multi-user
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U Table Multi-user Hologram ini menjadi salah satu tampilan berbeda 
dalam memvisualisasikan pernyataan kemerdekaan Indonesia 

di Pusat Sejarah Konstitusi yang menggambarkan 
puncak perjuangan bangsa.

Tampilan ini memanfaatkan kemajuan teknologi multimedia 
yang merekonstruksi secara visual suasana saat dibacakan 

teks Proklamasi oleh Soekarno dan Muhammad Hatta 
di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, Menteng,  Jakarta Pusat. 

Hologram ini merupakan visualisasi karya foto Frans Mendur, 
seorang fotografer legendaris Indonesia dari Kantor Berita IPPHOS. 

Hologram Pembacaan Teks Proklamasi

10




Zona ini menampilkan rapat Panitia Persiapan 
Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang menjadi 
tahapan awal dalam mengisi kemerdekaan 
Indonesia. Antara lain, menetapkan Undang-
Undang Dasar, memilih dan mengangkat Presiden 
dan Wakil Presiden, menetapkan Menteri-Menteri 
Kabinet, membentuk daerah-daerah provinsi, 
juga membentuk Badan Pekerja KNIP.

Deretan panel di selasar zona ini menggambarkan 
rangkaian peristiwa sejak penetapan UUD 1945 
hingga pembentukan rancangan Konstitusi RIS. 
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Sebelum memasuki Zona Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (RIS), terdapat ruang terbuka 
yang menampilkan fakta sejarah berupa relief  
yang menggambarkan perjalanan sejarah, 
sejak kedatangan Belanda sampai dengan 
pengangkatan Soekarno sebagai Presiden RIS.
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Dalam ruang Rotunda, terdapat sebuah panel gra�s 
yang menjadi pembatas antara zona Konstitusi RIS  dan 
zona UUDS 1950. Panel tersebut menampillkan sepucuk 
surat dari Presiden Soekarno kepada Jenderal 
Soedirman, berisi penjelasan mengenai strategi 
Soekarno dalam melawan Belanda.

Zona ini dimulai dengan peristiwa pengakuan 
kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Indonesia 
sampai dengan peristiwa penyusunan Rancangan 
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
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tahapan awal dalam mengisi kemerdekaan 
Indonesia. Antara lain, menetapkan Undang-
Undang Dasar, memilih dan mengangkat Presiden 
dan Wakil Presiden, menetapkan Menteri-Menteri 
Kabinet, membentuk daerah-daerah provinsi, 
juga membentuk Badan Pekerja KNIP.

Deretan panel di selasar zona ini menggambarkan 
rangkaian peristiwa sejak penetapan UUD 1945 
hingga pembentukan rancangan Konstitusi RIS. 

11

Hologram

Diorama
Sidang
PPKI

Diorama
Dekrit 

Presiden

Sebelum memasuki Zona Konstitusi Republik 
Indonesia Serikat (RIS), terdapat ruang terbuka 
yang menampilkan fakta sejarah berupa relief  
yang menggambarkan perjalanan sejarah, 
sejak kedatangan Belanda sampai dengan 
pengangkatan Soekarno sebagai Presiden RIS.
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Dalam ruang Rotunda, terdapat sebuah panel gra�s 
yang menjadi pembatas antara zona Konstitusi RIS  dan 
zona UUDS 1950. Panel tersebut menampillkan sepucuk 
surat dari Presiden Soekarno kepada Jenderal 
Soedirman, berisi penjelasan mengenai strategi 
Soekarno dalam melawan Belanda.

Zona ini dimulai dengan peristiwa pengakuan 
kedaulatan oleh Pemerintah Belanda kepada Indonesia 
sampai dengan peristiwa penyusunan Rancangan 
Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS).
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Zona ini dimulai dari  peristiwa 
Dekrit Presiden hingga terseleng-
garanya Pemilihan Umum tahun 1999. 
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Dekrit Presiden 5 Juli 1959 menandai 
kembalinya UUD 1945 sebagai dasar 
negara RI. Situasi ini digambarkan 
dalam bentuk diorama saat peristiwa 
tersebut berlangsung di Istana 
Merdeka, Jakarta. Adapun posisi 
terbaik untuk melihat perspektif 
suasana yang digambarkan dalam 
diorama tersebut dengan berdiri 
tepat di depan narasi diorama. 
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Demonstrasi para mahasiswa tahun 1998 
menandai dimulainya Gerakan Reformasi 
yang telah memaksa Presiden Soeharto 
menyatakan berhenti sebagai pemimpin 
negara pada 21 Mei 1998.

Perubahan UUD 1945 dilakukan untuk 
memenuhi salah satu tuntutan reformasi. 
Perubahan tersebut dilakukan dalam empat 
tahapan sejak Sidang Umum MPR Tahun 1999 
hingga Sidang Tahunan MPR Tahun 2002. 

Terdapat sebuah media permainan interaktif 
mengakhiri zona ini.  

Hologram

16

Sejarah
MKRI

Zona ini diawali dengan tampilan tiga panel 
gra�s di relung tangga menuju lantai 6 yang 
menampilkan fakta sejarah munculnya 
gagasan mengenai pengadilan konstitusi.
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Bagian VIII
Zona Augmanted Reality

Hologram

17

Augmented Reality adalah integrasi Informasi digital 
dengan pengunjung secara real time. Di area ini 
pengunjung dapat mengoperasikan  sendiri peralatan 
Augmented Reality untuk menampilkan  pengunjung 
yang dilengkapi dengan wardrobe (pakaian resmi) 
hakim dengan latar belakang ruang sidang dan 
Gedung Mahkamah Konstitusi. Pengunjung juga 
dapat mengabadikan dirinya dengan kelengkapan 
atribut tersebut. Hasilnya dapat langsung dikirim via 
email pengunjung.
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Bagian IX
Zona Mahkamah Konstitusi

21



18 19

Di area ini terdapat potret peristiwa 
penting dan sebuah meja layar 
sentuh. Di tengah ruang disediakan 
media interaktif, yaitu simulasi 
menjadi pelaku sidang. 

Kepaniteraan & 
Sekretariat Jenderal

Tugas & Wewenang
MKRI

Profil Hakim

Simulasi menjadi pelaku sidang
Pada zona ini ditampilkan panel gra�s 
sejarah berdirinya Mahkamah Konstitusi 
Republik Indonesia, tugas dan kewenangan 
MKRI, juga pro�l para hakim. 
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Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.Dr. Patrialis Akbar, S.H., MH

Dr. Muhammad  Alim, S.H., M.Hum.

Dr. Anwar Usman, SH., M.H.

Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.

Ruangan ini menampilkan 
rangkaian peristiwa sejarah 
konstitusi dan Mahkamah 
Konstitusi dalam bentuk �lm.

Media ini secara interaktif menam-
pilkan putusan-putusan penting 
Mahkamah Konstitusi  dalam 
format digital. 

Ketua Mahkamah Konstitusi
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Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Hakim Konstitusi

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Hakim Konstitusi

16 Agustus 2003 � 03 Maret 2009

Prof. Dr. Mohammad Mahfud MD, S.H. Dr. H.M. Akil Mochtar, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Mohamad Laica Marzuki, S.H. Dr. Harjono, S.H., MCL Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.

Letjen TNI (Purn) H. Achmad Roestandi, S.H. Soedarsono, S.H. Prof. H. A. S. Natabaya, S.H., LL.M.

Dr. Hamdan Zoelva, SH., M.H.

Prof. Dr. Arief Hidayat, SH., MS

Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M.H.

Ketua 
19 Agustus 2003 � 03 Maret 2009

Hakim Konstitusi 
01 A�ri� 2008 � 31 Maret 2013

Ketua
19 Agustus 2009 � 31 Maret 2013

Hakim Konstitusi
16 Agustus 2008 � 1� November 2013

Ketua
0� A�ri� 2013 � � ��tober 2013

Hakim Konstitusi 
0� Januari 2010 � 0� Januari 201�

Wakil Ketua 
22 Agustus 2013 � 06 November 2013

Ketua 
06 November 2013 � 0� Januari 201�

Hakim Konstitusi
116 Agustus 2003 � 1� Agustus 2008

Wakil Ketua 
19 Agustus 2003 � 1� Agustus 2008

Hakim Konstitusi
16 Agustus 2003 � 1� Agustus 2008

03 Maret 2009 � 20 Maret 2014

Wakil Ketua
4 Juni 2008 - 16 Agustus 2008

Hakim Konstitusi 
16 Agustus 2003 � 31 �esember 2009

Wakil Ketua
21 Agustus 2008 � 31 �esember 2009

Hakim Konstitusi 
16 Agustus 2008 � 22 Ju�i 2013

Wakil Ketua
14 Januari 2010 � 22 Ju�i 2013

Hakim Konstitusi 
01 A�ri� 2013 � 01 A�ri� 2018

16 Agustus 2003 � 10 Maret 2008 16 Agustus 2003 � 30 Juni 2008 16 Agustus 2003 � 1� Agustus 2008

Dr. H.M. Arsyad Sanusi, S.H., M.Hum.
29 Mei 2008 � 2 Maret 2011

I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H.
16 Agustus 2003 � 1� Agustus 2008

22 Ju�i 2013 � 22 Ju�i 2018 21 Maret 2014 � 21 Maret 2019

Maruarar Siahaan, S.H.
16 Agustus 2003 � � �esember 2009

0� Januari 2010 � 0� Januari 201�

06 A�ri� 2011 � 06 A�ri� 2016 21 Maret 2014 � 21 Maret 2019

16 Agustus 2008 � 13 Agustus 201829 Mei 2008 � 21 A�ri� 2013

Wakil Ketua
06 November 2013 � 06 November 2018

24



KETUA
MAHKAMAH KONSTITUSI

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi
19 Agustus 2003 - 3 Maret 2009

Prof. Dr. Mahfud MD, S.H.,
Ketua Mahkamah Konstitusi
19 Agustus 2009 - 1 April 2013

Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi
5 April 2013 - 5 Oktober 2013

Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi
6 November 2013 - 7 Januari 2015

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Ketua Mahkamah Konstitusi
2 april 2018 - 2 april 2023

Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Ketua Mahkamah Konstitusi
12 Januari 2015 - 2 April 2018
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Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
1 November 2013 -12 Januari 2015

Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.Si., DFM.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
26 Maret 2019 - 26 Maret 2024

Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
19 Agustus 2003 - 31 Mei 2009

Dr. H. Harjono, S.H., MCL.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
4 Juni 2008 - 16 Agustus 2008

Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
21 Agustus 2008 - 31 Desember 2009

Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
14 Januari 2010 - 22 Juli 2013

Dr. Anwar Usman, S.H., M.H.
Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
12 Januari 2016 - 2 April 2018
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WAKIL KETUA
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1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 - 3 Maret 2009
2. Prof. Dr. H. M. Laica Marzuki, S.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 - 31 Mei 2008
3. Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 - 31 Desember 2009
4. Dr. H. Harjono, S.H., MCL.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 - 20 Maret 2014
5. Prof. Dr. Mahfud MD, S.H., 
 Hakim Konstitusi
 1 April 2008 - 1 April 2013
6. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2008 - 22 Juli 2013
7. Dr. H. M. Akil Mochtar, S.H., M.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2008 - 15 November 2013
8. Dr. Hamdan Zoelva, S.H., M.H.
 Hakim Konstitusi
 7 Januari 2010 - 7 Januari 2015
9. Letjen TNI (Purn) Achmad Roestandi, S.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 - 10 Maret 2008

10. Sudarsono, S.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 - 30 Juni 2008
11. Prof. H.A.S. Natabaya, S.H., LLM.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 -15 Agustus 2008
12. Dr. Maruarar Siahaan, S.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2003 - 7 Desember 2009
13. Dr. H. M. Arsyad Sanusi, S.H., M.H.
 Hakim Konstitusi
 29 Mei 2008 - 2 Maret 2011
14. Dr. Muhammad Alim, S.H., M. Hum.
 Hakim Konstitusi
 29 Mei 2008 - 21 April 2015
15. Dr. H. Ahmad Fadlil Sumadi, S.H., M. Hum.
 Hakim Konstitusi
 7 Januari 2010 - 7 Januari 2015
16. Dr. H. Patrialis Akbar S.H., M.H.
 Hakim Konstitusi
 22 Juli 2013 - 22 Januari 2017
17. Prof. DR. Maria Farida Indrati, S.H., M.H.
 Hakim Konstitusi
 16 Agustus 2008 - 13 Agustus 2018
18. Dr. I Dewa Gede Palguna, S.H., M.Hum.
 Hakim Konstitusi
 7 Januari 2015 - 7 Januari 2020
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11 12 13 14

15 16 17 18
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Jl. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta 10110
Telp. (62-21) 23529000 Fax (021) 3520177

E-mail: o�ce@mkri.id

Pusat
Sejarah

Konstitusi


